BUPATI KONAWE UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca;
(d) Laporan Operasional (LO); (¢) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir
adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan,
perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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Manajemen di Kendari

Kami memberikan surat representasi ini sechubungan dengan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, Neraca per 31 Desember
2024, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan
bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Surat Representasi ini
diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat
besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi
pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada
informasi laporan keuangan yang dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang
terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;

2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada
tim BPK RI;

3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan
sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

5. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan
tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap
hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
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Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum
diungkapkan;
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak
yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjedi
pelanggaran;
Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31

Desember 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan;

Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah, atau
pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat
berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan
pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;

Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem
pengendalian intern;

Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:

a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan
diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari
kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan
hak yang tidak sah; dan

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material
terhadap laporan keuangan.

Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangzn

dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap

kemampuan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam mencapai tjuan
pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;

Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan kenangan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan SAP;

Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan perundang-
undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlzh dalam
laporan keuangan; dan

Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksazn

BPK RI atas Laporan Keuangan.




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern
yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Konawe Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas
pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Pemeriksaan yang dilakukan
BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan
kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara,
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.
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Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27.B/LHP/XIX KDR/05/2025 tanggal 22 Mei

2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kendari, 22 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
gung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Dadek Nand M

/ ara Akuntan Nomor RNA-11771
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